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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan
jaringan aktor dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata dengan
mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dan seberapa besar
peran jaringan aktor tersebut dalam pencapaian tujuan industri
pariwisata yang di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan Social Network Analysis (SNA). Adapun teknik

Pariwisata pengumpulan data menggunakan in-depth interview pada aktor yang

terlibat dalam tata kelola industri pariwisata di kabupaten Kuningan

Keywords: ) serta didukung data sekunder berupa aturan, laporan, dokumen atau
/Tlgzorr;;:/:twork, Collaboration Governance; i ormasi pada website yang relevan. Analisis data dilaksanakan

dengan mengidentifikasi hubungan antar aktor dengan melihat
koneksi struktur antar jaringan antar aktor dengan menggunakan
software R-studio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
penyelenggaraan industri pariwisata di kabupaten Kuningan tata
kelola kolaborasi penyelenggaraan pariwisata telah dilaksanakan
namun belum terjadi secara optimal, karena perspektif masing-
masing aktor yang melaksanakan kolaborasi didasarkan atas
perspektif normatif, dimana kesadaran kolaborasi masih dilaksanakan karena didasarkan pembagian
urusan, tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing. Sehingga, terlihat aktor yang paling dominan adalah
DISPORAPAR selaku penanggung jawab urusan kepariwisataan serta BAPPEDA selaku badan yang
menginventasir perencanaan dan pengganggaraan kegiatan atau program pariwisata pada masing-masing
dinas terkait.
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ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the actor-network in the collaborative governance of the tourism
industry by identifying the actors involved and the role of the actor-network in achieving the goals of the
tourism industry in Kuningan Regency, West Java Province. This research utilizes qualitative methods with a
Social Network Analysis (SNA) approach. Data collection involves in-depth interviews with actors involved in
tourism governance in Kuningan Regency, supported by secondary data from regulations, reports, documents,
or information based on websites. Data analysis was carried out using social network analysis (SNA), which
identified relationships between actors by examining network structure connections using R-studio software.
The results indicate that while collaborative governance in the tourism industry of Kuningan Regency has been
implemented, it has not yet been optimized. The current collaboration is based on a nhormative perspective,
where the awareness of collaboration is driven by the division of affairs, duties, and functions according to
their respective fields. As a result, DISPORAPAR is identified as the most dominant actor responsible for tourism
affairs. At the same time, BAPPEDA oversees the planning and budgeting-related agencies for other state actors
involved in tourism affairs.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata memegang salah satu sumber perekonomian yang berpotensi dalam menciptakan
lapangan pekerjaan, bahkan di beberapa wilayah, pariwisata merupakan sumber utama penghasilan daerah
atau bahkan negara (Temiraliyeva et al, 2021). Studi tentang pariwisata telah banyak mendapatkan
perhatian diantaranya adalah studi tentang strategi pengembangan pariwisata melalui e-tourism, strategi
pengembangan wisata kuliner, pengembangan melalui budaya lokal, transportasi dan pengembangan
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pariwisata halal (Abror & Manullang, 2019; Hamzana, 2018; Irfan & Apriani, 2017; Kristiana et al., 2018;
Masniati et al.,, 2021).

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat dengan
wilayah geografis yang mendukung dalam aktivitas rekreasional. Selain pertanian dan peternakan,
Kabupaten Kuningan memiliki banyak potensi di bidang pariwisata. Sebagai salah satu upaya dalam
pengembangan potensi wisata sebenarnya sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kuningan telah
berupaya dalam mengentaskan permasalahan kesejahteraan masyarakat melalui industri pariwisata
dengan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pariwisata, diantaranya yaitu Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan serta beberapa
kebijakan lain seperti pengembangan desa wisata seperti pada Keputusan Bupati Kuningan Nomor
556/KPTS 628-DISPORAPAR/2018 serta Peraturan Bupati Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa
Pinunjul Kabupaten Kuningan. Tujuan utama dari pembentukan aturan tersebut adalah guna mendapatkan
dukungan dari seluruh aktor (stakeholder) yang telibat dalam upaya peningkatan pengembangan dan
pengelolaan sumber daya kepariwisataan, karena pada prosesnya pengembangan industri pariwisata
memerlukan bantuan dari seluruh aktor, bukan hanya dari pemerintah daerah.

Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun permasalahan
terkait kesejahteraan dan pariwisata masih tetap terjadi di Kabupaten Kuningan. Di tahun 2019 jumlah
pengunjung pariwisata mencapai 2.328.359 jiwa dan sempat mengalami penurunan sebanyak 7,22% pada
tahun 2020 (1.270.574 jiwa) dan mulai mengalami kenaikan sebesar 1.362.362 jiwa pada tahun 2022 (BPS
Kabupaten Kuningan, 2022a). Penurunan jumlah pariwisata tentunya akan berdampak pada berbagai
sektor, termasuk diantaranya pada penerimaan daerah. Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh
pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisata diantaranya yaitu dengan melaksanakan komunikasi
pemasaran pada kelompok penggerak pariwisata di desa wisata serta pembebasan pajak dan pemberian
fasilitas gratis pelaku ekonomi di desa objek wisata (Fransisca, 2021);(Suryatman & Setiowati, 2016).
Namun faktanya, hingga saat ini Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten dengan angka
kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 yaitu berkisar pada
angka 12,76% (BPS Kabupaten Kuningan, 2022b). Angka ini bukanlah angka yang kecil, apalagi jika
dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan angka rata-rata nasional (9,54%).
Ditambah lagi angka pengangguran terbuka pada tahun 2021 di Kabupaten Kuningan mencapai angka 12%
atau setara dengan 63.377 Jiwa (BPS Kabupaten Kuningan, 2022a).

Melihat fenomena kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi dengan tipe daerah
dengan potensi wisata yang menjanjikan, serta adanya penurunan pada jumlah pengunjung pariwisata di
Kabupaten Kuningan, penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana penyelenggaraan industri
pariwisata di Kabupaten Kuningan dengan memfokuskan penelitian pada eksplorasi aktor yang terlibat
pada proses penyelenggaraan kepariwisataan. Analisis aktor yang terlibat akan sangat membantu dalam
memberikan gambaran peran dan seberapa besar peran masing-masing aktor dalam upaya mensukseskan
tujuan kebijakan, sehingga diharapkan akan menjadi kontribusi dalam melihat siapa saja aktor yang terlibat
dan seberapa besar peran aktor tersebut dalam upaya peningkatan pengembangan dan pengelolaan
sumber daya kepariwisataan.

Studi terkait peran aktor yang terlibat pada penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan,
sebenarnya pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu
bagaimana melihat peran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam promosi pariwisata di media
sosial, bagaimana model pengembangan desa wisata, serta strategi pengembangannya khususnya dalam
peningkatan pendapatan asli daerah, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan (Aulya, 2021;
Latianingsih, 2019; Masruroh & Nurhayati, 2016; Sugiono & Thoha, 2002). Penelitian lainnya yang juga
dilaksanakan dengan memfokuskan pada penggambaran jaringan kebijakan (policy network) juga pernah
dilaksanakan oleh Mariane dkk yang berjudul Model Policy Network Dalam Menunjang Implementasi
Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jejaring
kebijakan pada implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa baik
dalam sisi perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata masih dilaksanakan secara parsial/terpisah
dimana perencanaan hanya masuk dalam sub sektor kegiatan, dan belum terlihat identifikasi peluang dan
kebutuhan. Selain itu, peran aktor hanya difokuskan pada tugas masing-masing sektor dan belum
menciptakan hubungan saling menguntungkan, sehingga prinsip jaringan tata kelola dan hubungan antar
aktor pelaksana belum dapat tergambarkan (Mariane et al., 2022).

Berangkat dari temuan belum tergambarkannya prinsip tata kelola dan hubungan antar aktor
pelaksana industri pariwisata tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan upaya
dalam mengungkapkan siapa saja aktor yang terlibat dan seberapa penting peran aktor tersebut. Studi
tentang jaringan aktor mulai banyak digunakan dalam perkembangan keilmuan sosial termasuk pada
sektor pariwisata. Namun, dari beberapa pencarian literatur ataupun penelitian, penelitian terkait jaringan
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aktor yang berpengaruh dalam industri pariwisata di Kabupaten Kuningan masih sangat sedikit yang
mengulasnya. Studi pada hubungan pentahelix dan hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 menjelaskan pentingnya stakeholder yang memahami permasalahan dalam pariwisata
membangun komunikasi dengan masyarakatnya (Maturbongs & Lekatompessy, 2020); (Kadarisman,
2021). Kolaborasi merupakan sesuatu hal yang lazim di dunia industri saat ini, termasuk dalam sektor
pariwisata dengan berbagai manfaat, motif, bentuk dan penggeraknya (Fyall & Garrod, 2005).

Jaringan aktor pada pariwisata dapat dilihat atau dipelajari dengan melihat Social Network Analysis
(SNA), dimana jaringan ini digunakan dalam menganalisis sekumpulan atribut ilmu sosial baik berupa
jaringan yang terbentuk dari sekumpulan aktor (biasa disebut nodes) dan koneksi hubungan yang terjadi
diantara para aktornya (Baggio, 2020; Gonzalez et al., 2022). Dalam konteks praktis, pemetaan jaringan
aktor ini dapat membantu menghasilkan dasar/fondasi guna merancang desain dan pengelolaan kegiatan
industri pariwisata pada suatu sistem yang kompleks (Baggio, 2020). Beberapa aspek dalam suatu sistem
pengelolaan sumber daya berbasis alam seperti memori sosial, heterogenitas, redundansi, kemampuan
adaptasi dan kepercayaan merupakan aspek yang penting, dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh
struktur jaringan aktor yang terbentuk dalam suatu sistem. Dengan melihat aspek-aspek tersebut maka
akan terlihat bagaimana model struktur jaringan yang akan terbentuk dengan melihat bagaimana daya
jangkau dari peran aktor (reachability dan density), tingkat tertentu pemisahan kelompok dalam jaringan
(betweeness) dan kelompok atau aktor pusat dalam suatu jaringan (centrality) (Bodin et al, 2006a).
Pengungkapan jaringan aktor dalam SNA juga dapat dimaknai dengan menjelaskan hubungan langsung dan
tidak langsung, dimana untuk melihat seberapa penting aktor dalam suatu jaringan dapat terlihat dari
seberapa jauh atau dekat jarak antara satu aktor dengan aktor lainnya (closeness or distance), posisi antar
satu aktor dengan aktor lainnya (betweenness), aktor dengan relasi terbanyak dan hubungan antar aktor
lainnya (outdegree) serta jumlah hubungan antar aktor dalam suatu jaringan (centrality) (Hanneman &
Riddle, 2005; Wasserman & Faust, 1994).

Melalui pengamatan SNA, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan/keberlanjutan
penelitian terkait jaringan aktor yang belum tergambarkan pada pengembangan industri pariwisata yang
ada di Kabupaten Kuningan dengan memfokuskan pertanyaan penelitian pada bagaimana jaringan aktor
kolaborasi dalam tata kelola industri pariwisata di Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini argumen awal
yang terbentuk adalah untuk menciptakan suatu tata kolaborasi, maka jaringan aktor yang harusnya ada
dalam mendukung kolaborasi adalah dengan melibatkan aktor seperti pemerintah, lembaga non-
pemerintah, serta kelompok kepentingan dengan melihat tingkat closeness or distance, betweenness,
centrality (in-degree and outdegree) (Hanneman & Riddle, 2005; Wasserman & Faust, 1994). Dengan
melihat ketiga bagian tersebut, studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan ataupun mengeksplorasi
bagaimana struktur aktor yang terlibat pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan sehingga
dapat menjadi rujukan dalam memetakan jaringan aktor yang berpengaruh dalam industri pariwisata baik
dalam ranah praktis, maupun pengembangan keilmuan terkait jaringan aktor dalam pengembangan
indsutri pariwisata dari sisi teoretis, sehingga dapat membantu memahami secara lebih komprehensif.

Dalam penyusunan hasil penelitian dalam studi ini akan dibagi ke dalam empat bagian. Pada bagian
pertama, akan dijelaskan terkait rasional, latar belakang studi pariwisata dan lokasi daerah ini dipilih serta
riviu literatur terkait pariwisata dan jaringan aktor. Pada bagian kedua akan dijelaskan terkait metode yang
dipilih beserta langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pada bagaian ketiga akan
dibahas terkait hasil dan pembahasan. Kemudian, yang terakhir adalah ringkasan dan juga penjelasan
limitasi dan prospek topik yang belum terungkap yang menjadi batasan dan memungkinkan untuk diteliti
kedepannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Social Network Analysis (SNA). SNA adalah metode yang
digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pola hubungan yang muncul dari interaksi sosial dengan
melihat simpul jaringan (nodes) aktor yang terlibat antara individu atau entitas dalam jaringan sosial
(Bigbox, n.d.; Bimo Pratama, 2020; Maulana, n.d.). SNA merupakan metode penelitian yang menggunakan
alat matematika dan komputasi untuk menganalisis jaringan sosial. Metode ini digunakan untuk
mempelajari struktur hubungan antar aktor dalam jaringan, seperti individu, organisasi, atau negara. SNA
dapat diterapkan di berbagai bidang, antara lain pariwisata, tata kelola lingkungan, dan jaringan informasi
online (Altuntas et al,, 2022; Feng et al., 2013; Li et al.,, 2022; Ruan et al., 2022; Yang et al,, 2022; Yi et al,,
2020).

Pada penelitian ini, SNA digunakan untuk mempelajari struktur hubungan antar aktor dalam tata
kelola kolaborasi industri pariwisata di Kabupaten Kuningan. Metode SNA dipilih karena penulis ingin
menganalisis pola jaringan aktor dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata di Kabupaten Kuningan,
dengan melihat bagaimana masing-masing aktor pada industri pariwisata terlibat, bagaimana hubungan
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yang terjadi, dengan siapa saja jaringan terhubung, seberapa kuat hubungannya serta bagaimana model
hubungannya sehingga peneliti mendapatkan gambaran siapa saja aktor kunci yang terpenting dan juga
pendukung dalam mensukseskan upaya pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Kuningan
(Leksmanawati, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui in-depth
interview dengan aktor-aktor kunci yang terlibat dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata di
Kabupaten Kuningan. Penentuan aktor ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu dengan
menentukan aktor berdasarkan peran dan fungsinya yang tercantum pada aturan dan dokumen yang
relevan yang berkaitan dengan pariwisata, selain itu teknik snowball sampling juga dilaksanakan dalam
menjaring informan yang penting, namun tidak secara spesifik tertulis di dalam aturan seperti misalnya
pemilik atau pelaku usaha industri ataupun pengunjung pariwisata. Selain interview, data sekunder berupa
laporan, dokumen koordinasi maupun dokumen pemerintah serta informasi pada website dan peraturan
yang berlaku akan digunakan sebagai bahan analisis.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis jaringan aktor. Analisis jaringan
aktor adalah metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai aktor dalam
merumuskan sebuah kebijakan, dalam hal ini pemerintah tidak hanya berperan sebagai aktor tunggal,
namun adanya aktor diluar pemerintah seperti kelompok professional, LSM, masyarakat dan stakeholder
lainnya yang berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan, (Ariyani et al,, 2020; Taufik, 2017;
Utami et al., 2021). Untuk memastikan keabsahan validitas dan reliabilitas data, maka peneliti
melaksanakan triangulasi dengan mengacu pada analisis data yang berbeda sumber seperti triangulasi
sumber data dan teknik pengumpulan data (Denzin & Lincoln, 2018).

Analisis SNA akan dilaksanakan dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang telah
dikumpulkan selama penelitian di lapangan berlangsung. Kedua data ini akan dipilah dan dipilih sesuai
kebutuhan analisis. Analisis data akan dilakukan dengan bantuan software R-studio, dengan alasan bahwa
R-studio merupakan komputasi pemograman komputasi statistik dan grafik dengan open source yang
menyediakan banyak package yang memudahkan dalam analisis, transformasi dan pemprosesan data yang
sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian (R studio, 2022).

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan ataupun mengeksplorasi bagaimana
struktur aktor yang terlibat pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan, analisis jaringan aktor
akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan kelompok
pengguna (user groups) (Hanneman & Riddle, 2005; Wasserman & Faust, 1994). Dengan melihat aspek-
aspek tersebut maka akan terlihat bagaimana model struktur jaringan yang akan terbentuk dengan melihat
bagaimana daya jangkau dari peran aktor (closeness) tingkat tertentu pemisahan kelompok dalam jaringan
(betweeness) dan kelompok atau aktor pusat dalam suatu jaringan (centrality) (Bodin et al., 2006).

Degree centrality digunakan untuk melihat siapa yang menjadi aktor kunci (aktor yang paling
berperan) atau aktor yang memiliki hubungan paling banyak dengan aktor lainnya dalam suatu jaringan
kolaborasi. Degree centrality ini jugalah yang digunakan digunakan untuk mengukur closeness dan
betweness centrality. Sedangkan closeness centrality digunakan untuk mengukur kedekatan antar aktor yang
satu dengan yang lainnya. Adapun Betweenness Centrality adalah untuk melihat aktor penghubung
(jembatan) pada suatu jaringan.

Pada pengungkapan jaringan aktor kolaborasi, visualisasi gambar jaringan terdapat dua istilah yang
digunakan yaitu titik simpul, dalam hal ini yaitu aktor yang terlibat (node) dan garis hubungan/interaksi
(edge). Pada degree centrality pengukuran dilakukan melihat jumlah koneksi/interaksi dari sebuah node ke
node lainnya, dengan memberikan labeling nilai 0 (jika tidak terdapat hubungan) dan nilai 1 (jika terdapat
hubungan). Sedangkan koefisien closeness centrality diukur dengan menghitung jarak rata-rata kedekatan
atau jarak minimum antara suatu node dengan semua node dalam jaringan. Pada betweness centrality
dihitung dengan mengukur seberapa banyak suatu node dilalui oleh nodes yang lain.

Langkah-langkah dalam menggunakan metode penelitian jaringan aktor dalam tata kelola kolaborasi
industri pariwisata menggunakan RStudio:

1) Mengumpulkan data tentang aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata
di Kabupaten Kuningan.

2) Identifikasi hubungan antara aktor-aktor. Hubungan dapat diidentifikasi berdasarkan interaksi yang
dilakukan oleh aktor-aktor.

3) Bangunjaringan aktor. Jaringan aktor dapat dibangun dengan menggunakan perangkat lunak RStudio.

4) Analisis jaringan aktor.

5) Interpretasi hasil analisis.
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Bangun
Jaringan Interpretasi
Mengumpulkan Data Aktor Hasil Analisis
O O O O O
Identifikasi Analisis
Hubungan Jaringan
antar Aktor Aktor

Sumber: diolah penulis, 2023
Gambar 1. Proses Analisis Data SNA

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pengembangan sektor pariwisata merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, dimana
dalam prosesnya membutuhkan campur tangan dari berbagai pemangku kepentingan. Di Kabupaten
Kuningan, pengaturan pengelolaan pariwisata diatur dalam (Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pedoman, 2013) Pedoman ini digunakan
dalam upaya menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Kuningan agar lebih
berkembang, sehingga diharapkan pariwisata dapat menjadi nilai tambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang berakhir dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan lembaga teknis yang berwenang dalam pengaturan pariwisata, dijelaskan berdasarkan
uraian tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk lembaga teknis yang
diberikan kewenangan dalam melaksanakan urusan pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan
Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2019 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR). DISPORAPAR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
wajib non pelayanan dasar di bidang Pemuda dan Olahraga dan urusan pemerintahan pilihan di bidang
Pariwisata. Meskipun dalam hal ini DISPORAPAR merupakan lembaga teknis penyelenggara urusan
pariwisata, namun dalam pelaksanaannya, pada pengelolaan pariwisata juga melibatkan unsur dinas
ataupun badan lain yang terdampak oleh aktivitas pariwisata.

Permasalahan menarik lainnya adalah meskipun kabupaten Kuningan memiliki banyak tempat
rekreasional, namun beberapa lokasi wisata tersebut justru merupakan Kawasan hutan lindung atau
Kawasan hutan konservasi. Dalam hal ini, pengaturan dan pengelolaan hutan tersebut menjadi kewenangan

Taman Nasional Gunung Ciremai, sehingga pengelolaannya tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh
DISPORAPAR, melainkan harus melalui Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) dan Perum
Perhutani/Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dijelaskan secara umum bahwa pemangku kebijakan
penyelenggaraan pariwisata pada Kabupaten Kuningan bukan hanya melibatkan DISPORAPAR sebagai
dinas teknis yang berwenang dalam menangani masalah pariwisata, namun juga ternyata melibatkan aktor
lainnya seperti dinas atau badan lain baik yang bersinggungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan
pariwisata dan termasuk juga instansi vertikal, pihak swasta (termasuk perusahaan ataupun perorangan)
dan Perguruan Tinggi. Pemetaan aktor yang terlibat pada sector pariwisata pada Kabupaten Kuningan
dapat dilihat pada Tabel 1.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam analisis jaringan aktor, SNA dapat
digunakan dalam menggambarkan interaksi aktivitas suatu objek, yang mana pada penelitian ini, aktivitas
objek yang dianalisis adalah hubungan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Pada
analisis jaringan ini penggambaran aktor dimulai dengan mengidentifikasi aktor berdasarkan hasil
wawancara serta dokumen perencanaan maupun dokumen laporan yang memuat aktivitas kepariwisataan
seperti yang tersaji pada Tabel 1.

Dengan analisis SNA, aktor tersebut kemudian digambarkan dengan mengaitkan hubungan antara
satu aktor dengan aktor lainnya yang nantinya hubungan tersebut akan menghasilkan jaringan social atau
simpul jaringan berupa nodes. Nodes dalam hal ini digambarkan sebagai aktor yang terlibat dalam
penyelenggaraan pariwisata yaitu sebanyak 20 nodes. Selain nodes, terdapat pula edges yaitu suatu jaringan
yang dimaknai sebagai interaksi yang terjadi antar nodes (Agarwal et al., 2019). Selain melihat nodes, fungsi
SNA lainnya adalah untuk memetakan dan melihat aktor mana yang paling banyak memiliki hubungan
dengan aktor lainnya atau biasa disebut sebagai aktor kunci, untuk melihat aktor kunci tersebut dapat
dilihat dengan mengukur derajat centrality (Hanneman & Riddle, 2005; Wasserman & Faust, 1994). Derajat
centrality yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin banyak aktor tersebut berinteraksi dengan aktor
lainnya.
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Tabel 1. Aktor Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kabupaten Kuningan

1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah (BAPPEDA)
2 Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC)

3 Perum Perhutani/KPH Kuningan

4 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR)

5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

6 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (DPPP)

7 Dinas Pertanian

8 Dinas Koperasi dan UKM

9 Dinas Perhubungan

10 Badan Pendapatan Daerah

11 Dinas Lingkungan Hidup

12 Sekretariat Daerah (Humas, Hukum dan TAPEM)

13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
14 Kecamatan

15 Kelurahan/Desa

16 Kelompok Sadar Wisata

17 Perguruan Tinggi

18 Swasta

19 Media Lokal

20 Organisasi/Komunitas Kepariwisataan

Sumber: (BAPPEDA Kuningan, 2023; DISPORAPAR Kabupaten Kuningan, 2023)

Pengukuran degree centrality dilaksanakan dengan melihat arah interaksi nodes yang biasa disebut
juga in-degree dan out-degree. Jika in-degree mengukur arah interaksi dari node lain ke arah node yang akan
diamati, maka out-degree mengukur interaksi dilihat dari node yang diamati ke arah node lainnya. Nilai dari
degree centrality inilah yang kemudian berkaitan dengan nilai betweeness centrality, yang mana nilai
betweeness centrality tergantung dari seberapa banyak node yang diamati dilewati/dilalui oleh node
lainnya. Artinya, semakin tinggi nilai betweeness centrality maka semakin tinggi kapasitas aktor dalam
meghubungkan interaksi antar aktor yang terhubung. Selain degree centrality dan betweenness centrality
terdapat juga nilai closeness centrality, yang mengukur jarak kedekatan rata-rata dari satu node ke node
lainnnya. Berdasarkan perhitungan degree centrality pada aplikasi R-studio, diperoleh nilai nilai centrality
setiap aktor terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Degree Centrality

No Aktor Degree Betweenness Closeness
Centrality
1 Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata 20 89.900000 0.05555556
2 BAPPEDA 14 56.333333 0.04545455
3 Swasta 10 16.800000 0.03846154
4 Dinas Koperasi dan UKM 8 7.366667 0.04166667
5 Kelurahan/Desa 8 12.666667 0.03846154
6 Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) 6 2.700000 0.03846154
7 Perum Perhutani/KPH Kuningan 6 2.700000 0.03846154
8 Kelompok Sadar Wisata 6 9.200000 0.03703704
9 Perguruan Tinggi 6 12.333333 0.03846154
10 DPMPTSP 4 1.000000 0.02857143
11 Kecamatan 4 1.000000 0.02941176
12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 0.000000 0.02857143
13 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan 2 0.000000 0.02857143
14 Media Lokal 2 0.000000 0.03225806
15 Komunitas/Paguyuban Pengelola Objek Wisata 2 0.000000 0.03225806
16 Dinas Pendapatan Daerah 0 0.000000 0.00000000
17 Dinas Lingkungan Hidup 0 0.000000 0.00000000
18 Dinas Perhubungan 0 0.000000 0.00000000
19 Dinas Pertanian 0 0.000000 0.00000000
20 Sekretariat Daerah 0 0.000000 0.00000000

Sumber: Diolah peneliti (2023)
Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan nilai centrality, betweenness dan closeness masing-masing

aktor pada penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Dari tabel terlihat bahwa terdapat 1 (satu)
aktor yaitu DISPORAPAR dengan ketiga nilai derajat centrality, betweenness dan closeness tertinggi
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dibandingkan dengan yang lainnya dengan skor degree centrality mencapai 20, betweenness 89.900000
dan closeness closeness sebesar 0.05555556. Hal ini menunjukkan bahwa dinas tersebut berperan sebagai
aktor kunci pada penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Sementara itu, terdapat 2 (dua)
aktor dengan skor centrality diatas 10, sedangkan sisanya merupakan aktor dengan nilai centrality dibawah
10.

Selain digunakan dalam menghitung ketiga derajat sentralitas antar jaringan, R-studio juga dapat
memvisualisasikan hubungan antar nodes dan menyajikan edges yang terbentuk dalam proses dimana
aktor-aktor tersebut saling berinteraksi. Visualisasi jaringan antar aktor pada peneltian ini tersaji pada
Gambar 2.

Dinas.P Peritkiman.dan P

Eal;u‘.T(.m;mNusiunal@ung.ﬁiremui_BTNGC. Dinas Penanaman.Modal dafielayanan. Terpadu Satu. Pintu

Pcrum.?crhur@PH.Kuningun Dinas.Ko@de\n.UKM

Badan.Pendapatan.Daerah Dinas.Pekerjaan.Umum.dan Penataan.Ruang

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas.Perhubungan Dinas,Pcmun,PdriWJsala

Dinas.Pertanian Organisasi Komunitas Kepariwisataan

Sekretariat.Daerah Medid¥_okal

Kecilifatan @

Kelu@Desu Pcrgumggi
Kelumpo@ur.wmm

Gambar 2. Visualisasi Jaringan Aktor Penyelenggara Pariwisata Kabupaten Kuningan

Visualisasi jaringan aktor yang terlibat pada kegiatan pariwisata di Kabupaten Kuningan pada
gambar 2 memperlihatkan beberapa aktor yang tergambar pada nodes dan relasinya yang tergambar dalam
edges. Terdapat 20 nodes dan 50 edges pada gambar tersebut, yang artinya terdapat 20 aktor yang terlibat
dengan 50 hubungan/interaksi antar aktornya. Pada gambar terlihat juga terdapat beberapa aktor yang
memiliki peran namun tidak termasuk dalam rangkaian jaringan seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah.

Pada hasil pengukuran nilai centrality terlihat bahwa DISPORAPAR merupakan aktor yang memiliki
nilai centrality dan betweness centrality yang paling tinggi yaitu sebesar 20 dan 89.900000. Tingginya angka
centrality tersebut dapat diinterpretasikan bahwa DISPORAPAR merupakan aktor utama dalam
penyelenggaraan urusan pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Degree centrality yang tinggi
menunjukkan bahwa DISPORAPAR sebagai aktor sentral dan menjadi kunci dalam konteks penyelarasan
kegiatan teknis dalam pengelolaan urusan pariwisata. Betweeness centrality menunjukkan aktor ini sebagai
aktor penghubung yang menjembatani aktor-aktor lain dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata,
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sedangkan dilihat dari closeness centrality aktor ini merupakan aktor yang memiliki akses tercepat dalam
berinteraksi dengan aktor lainnya. Aktor sentral ini merupakan poros dalam menyelenggarakan segala
urusan kepariwisataan. Aktor ini merupakan aktor dengan tingkat kemudahan komunikasi yang dapat
diakses oleh aktor lainnya, Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam urusan pariwisata DISPORAPAR
merupakan dinas teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan
di bidang pariwisata, sehingga DISPORAPAR memiliki kewenangan yang luas dalam perumusan dan
penetapan kebijakan teknis di bidang pariwisata, termasuk juga sebagai pelaksana, koordinator dan
pembinaan aktor lain yang terlibat dalam industri pariwisata.

Tabel 3. Aktor Utama Pendukung Kegiatan Pariwisata Kuningan
No Aktor Peran
1 DISPORAPAR - Perumusan dan penetapan kebijakan teknis kepariwisataan
- Pelaksana kebijakan
- Koordinator, fasilitator dan pengendalian pelaksanaan
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
2 BAPPEDA - Menginventarisir kegiatan-kegiatan pariwisata yang bersumber APBD dan
APBN)
- Mensinkronkan rencana pengembangan pariwisata
- Memastikan prioritas kegiatan ekowisata dan lokasi
- Mengembangkan kerjasama antar lembaga
- Mengelola data terintegrasi pengembangan ekowisata
3 Swasta - Penyedia akses/sarana pariwisata
- Penyedia jasa di sekitar lokasi objek wisata
- Pemilik modal/investor dalam mendukung pariwisata
4 Dinas Koperasi dan UKM - Mengidentifikasi keberadaan UKM di lokasi objek wisata
- Mendorong pertumbuhan UMKM terutama yang berada pada sekitar lokasi
objek wisata
- Pendaftaran usaha dan ijin usaha/berjualan
5 Kelurahan/Desa - Memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan bimbingan pada
masyarakat, terutama yang berada pada lokasi wisata
- Memberikan pelatihan dan dukungan penguatan kepada masyarakat
- Memfasilitasi kegiatan pengembangan kegiatan pendukung pariwisata
6 BTNGC - Dukungan peningkatan perijinan lembaga pengelola pariwisata
- Bersama Pemda mendorong pengembangan kapasitas kelembagaan
pengelola pariwisata
- Data sharing perkembangan objek wisata di kawasan TNGC

7 Perum Perhutani/KPH - Bersama Pemda dan masyarakat mendorong pengembangan kapasitas
Kuningan kelembagaan pengelola pariwisata
- Data sharing perkembangan objek wisata di kawasan Perhutani
8 Kelompok Sadar Wisata - Pengembangan wisata pada level bawah
9 Perguruan Tinggi - Sharing pengetahuan kepada masyarakat pengelola pariwisata
- Pengkajian model dan business plan pengembangan pariwisata bersama
pemda
- Pengkajian roadmap pengembangan ekonomi kawasan
10 DPMPTSP - Penetapan perijinan usaha wisata

- Penetapan perjinan usaha penanaman modal

Sumber: diolah penulis, 2023

Pada hasil perhitungan lainnya, terdapat 10 aktor lain yang tidak kalah penting dari proses
penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Terdapat 2 (dua) aktor dengan nilai centrality diatas
10 yaitu BAPPEDA dan pihak swasta. BAPPEDA dan swasta merupakan aktor setelah DISPORAPAR yang
paling banyak berinteraksi dengan aktor lainnya. BAPPEDA sebagai badan yang mengkoordinasikan
seluruh kegiatan dan anggaran pada pemerintah daerah, berperan dalam mensinkronkan setiap prioritas
kegiatan bersama lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam sektor pariwisata baik langsung maupun tidak
langsung, termasuk pada urusan perjanjian kesepakatan kerjasama BTNGC dan Perhutani, seluruh
korespondensi dilaksanakan dan diatur melalui BAPPEDA sebagai perwakilan lembaga pemerintah daerah.
Penyajian temuan pada visualisasi jaringan aktor penyelenggara pariwisata kabupaten Kuningan akan
dijelaskan melalui bagian pembahasan berikut.

Dalam konsep tata kelola kolaborasi dijelaskan bahwa tata kelola merupakan salah satu upaya
bersama dalam pelibatan seluruh pihak terkait (stakeholder) dalam pengambilan ataupun pelaksanaan
suatu keputusan (Ansell & Gash, 2007). Stakeholder terkait dapat berupa badan pemerintah, sektor swasta
maupun masyarakat ataupun Lembaga masyarakat dimana tujuan utamanya adalah bagaimana suatu
keputusan yang dibuat, nantinya akan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan dirasakan manfaatnya
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secara bersama pula. Namun, dalam pelaksanaan tata kelola kolaborasi, pemaknaan akan konsep ini
seringkali menjadi kabur, hal ini disebabkan karena pada praktiknya tindakan aktor yang terlibat pada
tataran kolaborasi sangat ditentukan dengan persepsi atau interpretasi tujuan masing-masing aktor yang
dalam pemaknaan pencapaian tujuan serta serta bagaimana lingkungan sekitarnya mempengaruhi
persepsi dan tindakan yang akan dilakukan (Liu, 2016). Bahkan pada beberapa kondisi kolaborasi baru
akan berjalan ketika seluruh aktor telah memiliki kesamaan berprinsip, memiliki motivasi yang sama
sehingga kemudian akan memunculkan kapasitas untuk bertindak secara bersama/tergintegrasi (Emerson
& Nabatchi, 2015).

Untuk membantu melihat bagaimana tata kelola kolaborasi, juga dapat dilihat dengan menganalisis
jaringan aktor yang terlibat pada suatu kebijakan, program ataupun kebijakan. Jaringan aktor dalam tata
kolaborasi dimaknai sebagai bagaimana hubungan saling interaksi yang menggambarkan suatu koneksi
antar aktor dalam suatu sistem atau ruang lingkup yang sama sehingga dengan melihat jaringan aktor, maka
akan dapat dilihat juga siapa saja yang berperan dalam pencapaian tujuan, apakah bersifat dua arah atau
lebih atau bahkan terkonsentrasi pada satu aktor dominan (Bodin et al., 2006b).

Dalam hal ini tata kelola pariwisata di kabupaten Kuningan, berdasarkan temuan di lapangan, hasil
penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait koneksi antar aktor yang terlibat
dalam penyelenggaraan pariwisata. koneksi jaringan antar aktor pada penyelenggaraan pariwisata di
Kabupaten Kuningan secara empirik telah terbentuk, yaitu dengan munculnya aktor-aktor lain baik dari
Pemerintah Daerah maupun dari aktor diluar pemerintahan seperti sektor swasta dan kelompok
masyarakat. Namun, dalam kaitannya hubungan yang terjadi antar aktornya masih terbangun secara
parsial. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan karena masing-masing aktor
menjalankan kebijakan atau pencapaian tujuan masih didasarkan atas perintah yang tertuang pada aturan
dan belum merujuk pada persamaan persepsi dan tujuan dalam pencapaian tujuan peningkatan pariwisata.
Sehingga peran dominan DISPORAPAR dalam mengatur serta juga melaksananakan kebijakan terkait
pariwisata masih sangat kuat. Dalam hal ini terjadi karena hubungan antar aktor masih terbentuk karena
adanya ketidaksamaan dalam pemahaman pencapaian tujuan penyelenggaraan pariwisata karena masing-
masing aktor bergantung pada satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka karena sumber daya seperti
uang, personel, informasi, keterampilan, dan pihak berwenang tidak terkonsentrasi di tangan salah satu
aktor, tetapi tersebar di berbagai pelaku berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dinas terkait (Liu,
2016).

Dalam hal perencanaan dan penganggaran BAPPEDA kemudian berperan dalam menginventarisir
kegiatan-kegiatan pariwisata yang bersumber baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, yang
disesuaikan dengan rencana pengembangan pariwisata sesuai dengan prioritas kegiatan. Hal inilah yang
menjadi salah satu permasalahan, dimana ketika satu aktor merasa tidak mendapatkan proporsi baik secara
penganggaran dan tidak terlibat langsung pada sektor pariwisata, maka sikap keengganan kemudian dapat
muncul dalam proses pelaksanaan kolaborasi. Sedangkan pada praktiknya, meskipun dalam hal ini
DISPORAPAR merupakan lembaga teknis penyelenggara urusan pariwisata, namun dalam pelaksanaannya,
pengelolaan pariwisata membutuhkan kolaborasi antar sektor yang saling berkaitan dengan pariwisata.
Apalagi, urusan pariwisata tidak hanya membahas terkait potensi wisata, namun melibatkan semua sektor
yang terdampak langsung ataupun tidak langsung dari adanya aktivitas pariwisata, termasuk pada urusan
pemasaran, ekonomi kreatif dan industri.

Sedangkan pihak swasta merupakan aktor yang penting dan berkontribusi signifikan pada
peningkatan pariwisata pada Kabupaten Kuningan. Sektor swasta berperan dalam penyediaan akses,
sarana serta jasa layanan pada lokasi objek wisata termasuk berperan sebagai motor penggerak dalam
menyediakan modal dalam pembangunan spot pariwisata. Hal ini karena karena sektor swasta memiliki
keunggulan tidak hanya dalam kepemilikan tenaga professional, penyediaan serta kedinamisan organisasi
yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang sangat berbeda dengan cara kerja birokrasi
pemerintahan(Cahyo & Nuryanti, 2018). Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha restoran yang
berada pada lokasi sekitaran tempat wisata dapat terlihat, meskipun secara makro pariwisata belum
banyak memberikan sumbangan pada penerimaan keuangan daerah, namun dampak langsung dari adanya
usaha restoran dan penginapan dapat dirasakan oleh penduduk sekitar yang memiliki kemudahan akses
dalam pencarian lapangan pekerjaan.

Pihak TNGC dan Perum Perhutani juga tidak kalah pentingnya, sebagai lembaga yang memiliki
kewenangan dalam mengatur kawasan Taman Nasional. Penguatan kerjasama kedua lembaga ini tertuang
dalam (Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai Dengan Bupati
Kuningan, 2021) melalui penguatan fungsi TNGC dengan pengembangan wisata alam berbasis
pemberdayaan masyarakat. Penguatan tersebut mencakup pengembangan penguatan kelembagaan,
pengembangan potensi wisata alam dan pemberdayaan masyarakat.
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Dinas lainnya yang sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan industri pariwisata yaitu Dinas
Koperasi dan UKM dan DPMPTSP. Kedua dinas ini sangat berperan penting dalam usaha pariwisata.
DPMPTSP merupakan lembaga teknis dalam menyelenggarakan izin prinsip dan izin usaha penanaman
modal. Sedangkan Dinas Koperasi dan UKM berfungsi sebagai lembaga yang mengatur segala perijinan dan
persuratan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Industri. Hal ini tentunya sangat terkait
dengan salah satu urusan pariwisata yaitu menciptakan iklim ekonomi kreatif yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi wisata.

Kelurahan/desa dan Kelompok Sadar Wisata sebagai ujung tombak level terbawah pariwisata
memiliki peranan yang juga krusial. Peranan kelompok ini sangat menentukan bagaimana penyelenggaraan
pariwisata berlangsung karena kelompok inilah yang memahami secara detail bagaimana wilayah serta
kondisi demografi masyarakat. Selain pariwisata, kelompok ini juga merupakan para aktor yang
mendapatkan manfaat dari semakin berkembangnya pariwisata, karena indutri pariwisata yang maju, juga
akan berdampak pada ekonomi kreatif yang ada di wilayah tersebut. Misalnya pada pembentukan Desa
Wisata Desa Pinunggul, keterlibatan kelompok ini tidak hanya membantu dalam memfasilitasi jasa
pariwisata namun juga terlibat dalam menyediakan pemasaran hasil kreasi industri khas Kabupaten
Kuningan yang dapat digunakan sebagai cindera mata. Hal inilah yang diharapkan mampu dalam
meningkatkan kondisi perekonomian dan sosial di lingkungan masyarakat di wilayah desa/kelurahannya
dan diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian pada Kabupaten Kuningan. Selain itu
Pemerintah desa selaku fasilitator bersama Perguruan Tinggi senantiasa bekerja sama dalam
pengembangan kualitas masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif di desa. Terdapat beberapa
universitas yang berkolaborasi diantaranya yaitu Institute for Research and Empowerment/IRE Jogjakarta
dalam mengkaji Model and Business Plan pemberdayaan ekonomi lokal, Pengembangan Desa Wisata,
bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata/STP Trisakti, Penyusunan Roadmap Pengembangan
Ekonomi Kawasan Waduk Darma, bekerja sama dengan Universitas Pasundan/UNPAS Bandung
(DISPORAPAR Kabupaten Kuningan, 2023).

Selain aktor utama yang memiliki nilai centrality yang tinggi, pada jaringan sosial ini sebenarnya
terdapat 10 (sepuluh) aktor lainnya yang memiliki peran, namun nilai centrality nya rendah. Perlu dipahami
bahwa nilai centrality yang rendah tidak menunjukkan bahwa kesepuluh aktor tersebut merupakan aktor
yang tidak penting. Hasil perhitungan menunjukkan aktor tersebut masih berperan dalam pengelolaan
industri pariwisata namun memiliki peran yang terbatas atau jarang berinteraksi dengan aktor lainnya
seperti pada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan
Sekretariat Daerah secara normatif aktor tersebut dalam rencana aksi terlibat pada kegiatan pengelolaan
pariwisata, namun dalam analisis dokumen dan wawancara, aktor tersebut tidak memiliki interaksi
langsung dengan aktor-aktor lainnya.

Permasalahan lainnya terkait kolaborasi pada dinas tersebut diantaranya pada Dinas Pendapatan
Daerah menghadapi hambatan sistemik, yaitu kurangnya peran aktif dalam pengembangan potensi
pendapatan dari sektor wisata karena hanya berfokus pada aspek penerimaan daerah. Dinas Lingkungan
Hidup mengalami hambatan koordinasi, seperti kurangnya program khusus terkait pengelolaan lingkungan
kawasan wisata dan minimnya integrasi aspek lingkungan dalam pengembangan wisata, serta terbatasnya
keterlibatan dalam perencanaan pengembangan wisata berkelanjutan. Dinas Perhubungan dan Dinas
Pertanian, sebagai aktor tidak aktif, masing-masing menghadapi hambatan teknis dan sektoral. Dinas
Perhubungan mengalami kurangnya integrasi perencanaan transportasi dengan destinasi wisata,
terbatasnya program pengembangan aksesibilitas kawasan wisata, dan minimnya koordinasi dalam
pengaturan transportasi wisata. Sementara itu, Dinas Pertanian belum optimal dalam mengembangkan
agrowisata karena minimnya program pengembangan wisata berbasis pertanian. Terakhir, Sekretariat
Daerah menghadapi hambatan struktural, di mana perannya terbatas pada koordinasi administratif dan
kurangnya fungsi strategis dalam pengembangan pariwisata, serta minim terlibat dalam implementasi
program pengembangan industry pariwisata.

Aktor pendukung, yang terdiri dari Kecamatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Pemukiman dan
Pertanahan (DPPP), Media Lokal, serta Komunitas/Paguyuban Pengelola Objek Wisata, juga menghadapi
hambatan yang beragam. Kecamatan, mengalami hambatan struktural karena posisinya sebagai perantara
antara Kabupaten dan Desa, yang menyebabkan peran yang tumpang tindih dan minimnya kewenangan
langsung dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata. Dinas PUPR dan DPPP menghadapi hambatan
koordinasi dan teknis, seperti kurangnya integrasi perencanaan infrastruktur dengan pengembangan
pariwisata dan minimnya sinkronisasi program dengan DISPORAPAR. Media Lokal, sebagai aktor
pendukung, juga menghadapi hambatan operasional. Peran mereka terbatas sebagai media informasi dan
kurang terlibat dalam perencanaan strategis pariwisata. Selain itu, minimnya program kerja sama
berkelanjutan dengan pengelola wisata juga menjadi hambatan. Komunitas/Paguyuban Pengelola Objek
Wisata, di sisi lain, menghadapi hambatan kelembagaan. Kapasitas organisasi mereka masih terbatas,
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kurangnya pengakuan formal dalam struktur pengelolaan, dan minimnya akses terhadap pengambilan
keputusan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi untuk
mengoptimalkan pengembangan potensi industry pariwisata di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis jaringan aktor pada tata kelola kolaborasi penyelenggaraan industri
pariwisata di Kabupaten Kuningan, terlihat bahwa tata Kelola kolaborasi telah terlaksana dengan
melibatkan seluruh unsur aktor baik dari pemerintah, pihak swasta dan juga keterlibatan masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, kolaborasi masih dilaksanakan secara parsial, yang mana kolaborasi belum
dilaksanakan sesuai prinsip kolaborasi dimana syarat yang harus terpenuhi adalah kolaborasi baru akan
muncul ketika seluruh aktor memiliki persamaan prinsip dan pemaknaan yang sama terkait tujuan yang
ingin dicapai. Pelaksanaan tata Kelola kolaborasi masih didasarkan atas dampak dari penetapan aturan
yang mengingkat, yang mengharuskan para aktor terkait berperan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing organisasi. Hal tersebut kemudian memicu adanya konflik karena pelaksanaan tugas dan fungsi
akan berdampak pada pemanfaatan anggaran pada masing-masing sektor, khususnya pada sektor yang
tidak terlibat langsung dengan kegiatan pariwisata, sehingga terlihat aktor yang dominan dalam
penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan adalah DISPORAPAR dan BAPPEDA selaku dinas
teknis dan badan perencanaan dan penganggaran kegiatan atau program. Dalam penelitian ini, perlu
ditegaskan bahwa pemetaan aktor dilaksanakan dengan melihat aturan atau dasar hukum yang didalamnya
menyebutkan aktor terkait serta aktor-aktor yang namanya disebutkan oleh informan pada saat
wawancara berlangsung, sehingga kajian ataupun penelitian mendalam terkait identifikasi aktor lain secara
lebih mendalam berdasarkan studi empirik akan sangat berguna dilaksanakan pada penelitian lanjutan.
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